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PENETAPAN
Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan
XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.
melawan
TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh Bangunan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten

Sambas, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember

2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Skw

tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 November
2020.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas.
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3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 11 Oktober
2021 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan pernikahan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
dikarenakan:

a. Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat.

b. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita yang
Penggugat ketahui dari chat whatsapp di HP milik Tergugat.

c. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri.
Tergugat egois dimana setiap Penggugat mengajak ke rumah orang tua
Penggugat, Tergugat selalu menolak.

5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga
seperti memukul, mencekik leher, menampar pipi Penggugat, menendang
badan Penggugat, dan Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan
Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan September 2022
yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat meminta uang belanja
untuk dilebihkan.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah
orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas.

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak
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perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cqg. Majelis Hakim agar memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat
membina rumah tangga secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi
perceraian, atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan
bermusyawarah kembali.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi
dengan Mediator Ahmad Ma’ruf Maghfur, S.H.l. (Hakim Pengadilan Agama
Singkawang), sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2022 dan
proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan mengakhiri
sengketa dengan mencabut perkara a quo.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan dalam proses
mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada
pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta
tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan
Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah
dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
388/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Penggugat.
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Nurhadi, S.H.l., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih,
S.H.l,, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy. Nurhadi, S.H.l., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.
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Perincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 285.000,00
PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00
Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 430.000,00

2L O
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